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ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan
pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta pengaturan hukum apabila pelaku tindak pidana
kekerasan seksual tidak dapat melakukan pembayaran restitusi. Dalam penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni merupakan penelitian kepustakaan
(library research). Penelitian normatif ini memiliki sumber dari tiga bahan hukum, yaitu
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian, sifat
dari penelitian skripsi ini adalah deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil dari penelitian skripsi ini diketahui bahwa, Pertama: pada pengaturan
pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual terdapat dalam pasal 33
ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan
putusan atau penetapan pengadilan diterima. Jaksa menyampaikan salinan putusan
pengadilan yang memuat pemberian Restitusi kepada terpidana, Korban, dan LPSK
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.
Kedua: pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang tidak dapat membayar restitusi maka
hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi
sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Restitusi, Pelaku.
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Agustin Veronica Manurung. April 2023. RESTITUSI PADA TINDAK PIDANA
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Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 47 halaman, Pembimbing Utama : Dr. Hj.
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Merujuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau
pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.
Dengan kata lain, sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang
lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada

korban atau ahli warisnya.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur
tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan
seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang tidak ditentukan

dalam Undang-Undang ini.

Adapun pengaturan pengajuan restitusi terdapat dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diberikan dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau
penetapan pengadilan diterima. Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang
memuat pemberian Restitusi kepada terpidana, Korban, dan LPSK dalam jangka waktu
7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima. Dalam hal
pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas
waktu sebagaimana dimaksud maka Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal
tersebut kepada pengadilan. Maka Pengadilan akan memberikan surat peringatan
secara tertulis kepada pemberi Restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan

Restitusi kepada Korban atau ahli warisnya.
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Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian
terhadap sistematika hukum, yakni mengadakan identifikasi terhadap Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 sebagai tindak lanjut dari hasil identifikasi aturan hukum mengenai
peraturan pengajuan restitusi dan pelaku yang tidak melaksanakan restitusi. Sesuai dengan
sifat penelitiannya yakni deskriptif analitis, maka pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis secara
sistematis. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan bahan primer, sekunder, yang

teknik pengumpulannnya menggunakan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka.

Dalam pengajuan permohonan restitusi dapat diajukan sebelum keputusan hukum yang
berkekuatan hukum tetap (inkracht) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK) dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan.
Pada kebijakan restitusi membuat adanya hubungan antara pelaku dan korban memiliki
keharusan, dimana pelaku dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap korban secara
materiil untuk membayarkan kewajibannya karena akibat kejahatan yang diperbuatnya
atau diberikan sebagai sanksi. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
ini disebutkan dalam ketentuan pasal 33 ayat 5 menyatakan sebagai berikut: Hakim dalam
putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak
dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
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